BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI LEBONG,

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencrapan Standar
Alkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka periu
adanya peraturan scbagai pedoman pelaksanaan yang
menyeluruh dan terpadu di dacrah;

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera

diterapkan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b untuk tertib administrasi
pengelolaan  keuangan daerah, periu  ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nemor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3312), sebagaimana tealh
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
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28  Tehun 1999  tenlong

3. Undang-Undang Nomor .
Bersih dan Habas darn

Penyclenggaraan Negara yang,
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negura

Republik Indonesia Tahun j9ug Momor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

20 Tahun 2000 lentang
undang Nomor 21 Tahun 1997
ak Atas Tanah dan Bungunan
a Tahun 2000 Nomor

Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor
Perubahan atas Undang-
tentang Bea Perolehan H
(Lembaran Negara Republik Indonesi
13, Tambahan Lembaran Negard
Nomor 3988];

5 Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tenlang

n Negara Republik Indonesia

Keuangan Negara {Lembara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan  Kabtipaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negura
Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor

7. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43395),

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400,

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Fe:renef_maan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

lD.Um‘:Iang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferlml._mngan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerm.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Il.gzdarll-lg-Undang_Nurpnr 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Indt::. Ff!ﬂl'l Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

" T.sm Ttlhl.:ll'l 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5049);



12. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentiang
Pembentukan Peraturan I’vrundung-uml'.un.:.'m {Lembaran
Nepara Republik Indonesin 'I‘:lhunl 2011 Nu_nu:rr K2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

13. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun EU]III tentang,
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lumb_urun Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2854);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39352);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

L8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
i;d?man Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
imimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomer 150 Tamb
! , ahan Lembaran Negara R i



h Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Instansi Pemerintah

Tauhun 2006 Nomor
Republik Indonesia

20. Peraturan Pemerinta
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
25 Tambahan Lembaron Negara
Nomor 5163);
Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penvelenpuuraan Pemerintahan Daerah Kepada
Keterangan Pf:rt:1|1gg|.:ngju~.-.ra‘rmn
pRD dan Informasi Laporan

Penvelengearaan Pemerintahan Dacriah _ Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuln
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nemor 4693);

21. Pernturan  Pemerintah

Pemerintah, Laporan
Kepala Dacrah kepada D

23 Peraturan Pemerintah Nomaor 21 Tahun 2007 tenting
Perubahan Ketign alas peraturan pemerintah nomor 24
tnhun 2004 tentang kedudukan protokoler dan kecuanygan

an dan angeota dewan perwakilan rakyat daerah

lik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Republik Indonesia

pimpin
{Lembaran Negara Repub
47, tambahan Lembaran Negara

Nomor 47 12);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintah  Antara Pemerintah,
Pemmerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737),

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun
2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 51535);

25 Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Eﬁ.Pq?ra:uran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomaor 5340);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Penpelolaan  Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor

5533);
Nomor 18 Tahun 2016 tentang

aran Nepara Republik Indonesia
mbahan Lembaran Negara

29, Peraturan Pemerintah
perangkat Daerah (Lemb
Tahun 2016 Nomor 114, Ta
Republik Indonesia Nomor 5887);

16 Tahun 2018 Tentang
h sebagaimana telah
raturan Presiden

30. Peraturan Priseden Nomaor
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta
beberapa kali diubah, terakhir dengan Pe
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33

4], Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanpgpungjawaban Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4022,

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia NOmor 07/PRT/M/2019
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

Konstruksi Melalui Penyedia ,

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomeor 450),

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
icnlang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425},



30, Peraturan Mentenr Dalam Negert Nomot S0 Tahun 2015
Tentang  Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Benta

Negara Republil Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030),

A7, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang  Akst Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi,

a8 surat BEdaran Menteri Dalamy Negeri Republik Indonesia
Nomor 910/ 1867 / 2 tentang Implementas Transaksi
Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota ;

30, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor Tahun
2009 tentang  Pakok Pengelolan kewangan  Daerah
Perubahan atas  Peraturan Daerah Rabupaten Lebong
Nomor 2 Talhun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan
Keuangan Daeral (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Tahun 218 Nomaor),

40, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bapian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

l.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

Kepala Daerah adalah Bupat Lebong,.

Keuangan Daernh adalnh semua hak dan Kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintchan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayvaan vang berhubungan
dengan hak dan kewajiban dacerah.

Pengelolaan  Keuangan Daerah adalah  keseluruhan kegiatan vang
meliputi ~— perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntansi  adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
Fﬂan!;lsiﬁkﬂsian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penysjian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya SAP adalah prinsip-
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9,

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

prinsip akuntansi yvang diterapkan dalom menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yvang mengnkui pendapatan, beban,
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui  pendapatan, belanjin  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan
pelaksanaan angparan berdasarkan basis vang ditetapkan dalam APBD.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP vang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dosar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah dacrah schagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan
laporan  keuangan pemerintah dacrah untuk memenuhi kebutuhan
pPeEngguUni laporan keuangan  dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang seclanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
samapai dengan pelaporan  keuangan dilingkungan  organisasi
pemerintahan daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah  daerah dan DPRD, dan
thitetapkan dengan peraturan dacrah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saal kas atau setara kas diterima dan dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas alau setara kas diterima atau
dibayar,

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasiskas serta mengakui aset,
utang dan ekuaitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi schingga akan
menjadi  bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatn LRA, belanja , pembiayaan, pendapatan LO, dan beban
scbagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
vang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai vang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran vang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih /kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan  SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SIKPA, koreksi dan SAL Akhir.



20, Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ckuitas dana pada tangygal
tertentu,

21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operosional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan
surplus/defisit  opernsional  dari suatu entitas  pelaporan yang
penyajinnnya disandingkan dengan periode sebelumnya.

22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara
kas pada tanpgal pelaporan.

23, Laporan Perubahan Ekuitas yang seclanjutnyn disingkat LPE adalah
laporan vang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

24, Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah

lapornn yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar

terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang

memadai.
25. Orpanisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

perangkat daecrah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala
daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelengearakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disingkat PPRD
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah,

28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi yaitu Inspektorat Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab
kepada bupati.

29, Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

30. Pengguna Anggaran adalah pcjabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya.

31. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

32, Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

33. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

34. Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya disingkat dengan PPK
adalah pcjabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

35. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-



37.

38,

39,

40.

1.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha kecuangan
pada OPD.

Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai denpan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatlan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan daq
mempertanggungjawabakan penerimaan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada OFD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabal fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan  dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang sclanjutnya disingkat
dengan PPHP adalah pamitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri atas satu alau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran fpengguna barang dan oleh Karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan,

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yvang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutlan yang menjadi hak pemerintah darah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah,

Pendapatan LO adalah hak pemerintah darah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali cleh
pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam



50.

al.

3.

54.

33.

ob.

37,

58.

99.

60.

61.

63.

periode  pelaporan  yang menurunkan ekuitas yang dapat  berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pembiaynan Daeraly adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutlan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnyva.

Ascl adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ckonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uvang, wermasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
vang disajikan dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
vang scharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi peyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian
kegiatan _yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk
mencapal tujuan tertentu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 {lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk pericde 1 (satu) tahun,

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memual kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk perinde 1 (satu) tahun.
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Prioritas dan Plafon Anggarnn Sementara yang selanjutnya diﬁi"!:k“t
PPAS ndalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepnda OPD untuk sctiap program sebiagai
acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disinpkat REA-OPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanjn program dan kegiatan OPD serta rencana
pembiavaan sebagui dasar penyusunan APBLD.
Kerungka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  adalah  pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibal
keputusan vang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju,
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/bagian keuangan sclaku Bendahara Umum Daerah.
Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah  dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas vang terukur.
Penganggaran Terpadu funtfied budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
jenis  belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan  yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemernintahan dibidang tertentu vang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Urusan pemenintahan adalah fungsi-fungs: pemerintahan vang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus lungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,
dan mensejahterakan masyarakal.
Frﬂ:g::am adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upava vang
hFrlﬁl satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dava yang
d'lst:_dmkan untuk mc_ncapai hasil vang terukur sesuai dengan misi OPD.
I-.cg_m'[an IadalaP bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengcra_ihan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya
Mombinasi dass Lobarapa. siats horerin. o eaelog, dand, atan
_ _ £ g a jemis sumber daya lersebut
sebagai maﬁukz'_m finput) untuk menghasilkan keluaran foutput) dalam
bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan,
Kcluara!n foutput} adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dllilkEanak?.ﬂ untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.
Hasil foutcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
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keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kas Umum I);.Em:n“hf,im tempat penyimpanan Uang daerah }_ang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung scluruh penenmaan
daernh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan  daerah dan  digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank vang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang vang masuk ke kas dacrah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yvang keluar dan kas daer:a_h. _ i
Pendapatan Daerah adalah hak pemenntah dacrah vang diakui sebaga:
penambah nilai kekayaan bersih,

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah dacrah va
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisth lebi

dan belanja daerah.
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih Kurang antara pendapatan daecrah

dan belanja daerah.

ng diakui sebagai

h antara pendapatan daerah

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disingkat SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi vang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat vang bernilai vang dan
pthak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibavar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah vang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akiba: lainnva berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnva vang sah.
Utang Dacrah adalah jumlah uang vang wajib dibayvar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan  peraturan perundang-undangan, perjanjian, 2tau
berdasarkan sebab lainnya vang sah.
Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relaufl besar yvang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran. ) -
]nvcstgsi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosjal dan/atau manfaar
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
pelayanan kepada masyarakat. i
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD vang selanjutnya disingkat DPA-
;Fn?b‘ adalah dol:iymenk yang memuat pendapatan, belanja dan
layaan vang digunakan sebapai
o anggaran.g Bal dasar pelaksanaan anggaran oleh
Dokumen Pelaksanaan Angegaran Pejabat Pen g
yang selanjutnya disingkat DF‘A-FPI-IZD adaIahEeg};iu:eunanga:;kna“ah
anggaran  badan/dinas/biro keuangan/bagian  key peiaksanaan
Bendahara Umum Daerah. - Mgen | selalky
D.Ol:mmcn Pelaksanaan Perubahan Angg
dlSIggkat DPPA-DF'D adalah dokumen
Penaes o Pembaan yon
an anggaran oleh pen

lainnva
rangka

aran OPD vyang sclanjutnva
yang memuat perubahan
g digunakan sebagai dasar
Bguna anggaran.

s



95. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk vang
bersumber  dari penenmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengalur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam Seliap periode.

96. Surat Penyediaan Dana yang sclanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
Yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPP.

97. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara pengeluaran  untuk  mengajukan
Permintaan pembayaran.

98. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja vang bersifat pengisian kembali frevoluing) yang tidak
dapat dilakukan dengan pembavaran langsung.

99, SPP Gantj Uang Persediaan yvang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen vang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengeganti uang  persediaan yang udak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung,

100.SPP Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan,.

101.SPP Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayvaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnva dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan  waktu pembayaran  tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

102.SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya
disingkat SPP-LS untuk pembayvaran Gaji dan Tunjangan adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pemabavaran gaji dan tunjangan dengan Jumlah, penerima, peruntukan
dan waktu pembayaran tertentu.

103.SPP Langsung PPKD vang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah
dokumen vyang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD  untuk
permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertenty.

104.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen vang digunakan/diterbitkan cleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-QPD.

105.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP  adalah dokumen yang diterbitkan  oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk mendanai kegiatan,

106. Surat Perintah Membayar Gant Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPMGU adalah dokumen vang diterbitkan oleh pengeuna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D alas beban
pengeluaran DPA-QPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti



uang persediaan yang telah dibelanjakan. :
107.Surat Perintah Membavar Tambahan Uang Persediaan yang selanjuinya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-QPD, karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah

batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesual dengan
Ketentuan,

108.Surat Perintah Membavar Langsung vang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan olech pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-OPD kepada pihak ketiga.

109.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen vang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

110.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibel atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolchan lainnya yang sah.

111.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

112.Badan Layanan Urnum Daerah vang selanjutnya disingkat BLUD adalah
OPD/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelavanan kepada masyarakat berupa
penvedinan barang danj/atau jasa yvang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara

penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansl, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungiawaban kKeuangan daerah

(2) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daecrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata
cara penunjukan pe¢jabat yang dibernn wewenang BUD, kuasa BUD,

pengguna anggaranj/kKuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan,
dan bendahara pengeluaran berhalangan

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3
(1) Bupati sclaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dan
mewakili pemerintah dalam kepemiliki kekayvaan daerah vang dipisahkan.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

sebagaimana

14
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h.

i.

Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barnng dacrah;

Menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;

Menetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
Menetapkan bendahara penerimann dan atau bendahara pengeluaran;
Menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah;
Menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah: _
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

daerah;
Menectapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan pembayaran;

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah
melimpahkan sebagian atau scluruh kekuasaanya kepada :
a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala badan keuangan daerah (BKD) selaku PPKD;
¢. Kepala OPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(4) Pelimpahan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan bupati berdasaikan prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan menguji dan yang menerima atau mengeluarkan

uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolann Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu bupati menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daecrah.

(2) Sekretans daerah selaku koordinator pengelolan keuangan daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di

bidang :

D oD

f.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
Penyusunan perancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
Penyusunan RAPERDA APBD, perubahan APBD dan pertanggunjawaban

pelaksanaan APBD,;
Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas

Keuangan Daerah; dan
Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat 2
sckretans daecrah mempunyai tugas :

B-u

b.

c
d.
€

Memimpin TAPD,;
Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

Memberikan persetujuan pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD;dan

. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.
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(4) Keordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas
E‘-‘m"f““‘m“ tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 kepada
upati.

Bagian ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5§

(1) PPKD adalah kepala badan keuangan dacrah [BKD) kabupaten lebong yang
memiliki tugas sebagai berikut :
a. Meyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
¢. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;
d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
e. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka

pertanggunjawaban pelaksanaan APBD;
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

kepala darah,

(2) Kepala BKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD memiliki
wewenang :

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Menetapkan surat penyediaan dana (SPD);

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah:

Menyiapkan informasi keuangan daerah;

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik negara.

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.

(4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
melalui sekretans daerah.

Ao o

TEE o moee

Pasal 6

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat 3
ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas :

Menylapkan anggaran kas;

Menyiapkan SPD;

Menerbitkan SP2D; dan

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah:

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank/dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

o A0 o

by
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1.

Menyimpan uang daerah:;
'.'I.‘Ir'lnl-.!nnnknl‘l penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

mrmn'u
Mrlukukun pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
Melaksanakan pemberinn pinjaman ntas nama pemerintah daerah;

Melakukan pengelolnan utang dan piutang dacrah; dan
Melakukan penngihan piutang dacrah.

(3) Kuasa BUD bertanggungjiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 7

(1) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD
untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagal berikut :

angs
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Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Melaksanakan pemungutan pajak dacrah;
Menyiapkan pelaksanann pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemenntah daerah;
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan dacrah;dan
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 8

Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf ¢ mempunyai tugas :

Menyusun RKA-OPD;
Menyusun DPA-OPD;
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja,;
Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
Pejabat melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas angearan yang telah ditetapkan;
Menandatangani SPM;
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang
dipimpinnya,
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD vyang
dipimpinnya;
Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;

. Melaksanakan fugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;dan
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah.



Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 9

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-
tugas scbagnimana dimaksud dalam pasal B dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada OPD selaku kuasa
pengeuna anggaran/kuasa pengguna barang,.

(2) Pelimpahan sebaginn kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat 1
berdasarkan pertimbangan tingkatnn daerah, besaran OFD, besaran
jumlah uang yang dikelala, beban kerja, lokasi, kompentensi jabatan dan
atau rentan kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagnimana yang dimaksud pada ayat
I ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala OPD.

(4) Kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OPD

Pasal 10

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna
anggaran kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja OPD selaku PPTK.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan
pertimbangan kompentensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentan kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK yang ditunjuk olech pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
scbagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang,

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggungjawab atas
pelaksanaan atas tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran dan kuasa
pengguna barang,

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan:
¢. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan;

(6) Dokumen anggaran scbagaimana yang dimaksud pada ayat 5 huruf ¢
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran vang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 11

(1) Untuk m:laksarfakan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD, kepala OPD
menctapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
kepada OPD sebagai PPK-OPD.



(2) PPK-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas;
a. Meneliti  kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
g{:r&[.':'lpalkﬂn oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
Melakukan verifikasi SPP;
Menyiapkan SPM;
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
Melaksanakan akuntansi OPD;dan
- Menyiapkan laporan keuangan OPD.
(3) FPK-{JPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

@ oo

Bagian Kedelapan
Bendanhara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 12

(1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran kepada OPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1 adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan
baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka
rekening/giro pos/menyimpan uang pada suatu bank atau suatu lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.

{4) Bendahara penerima danfatau bendahara pengeluaran dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD
dan secara administrasi bertangpungjawab kepada kepala OPD melalui

PPK-OPD.

BAB III
PENYUSUNAN APBED

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah
didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang penugasannya
dilimpahkan kepada kelurahan, didanai dari dan atas beban APBD.



Pasal 14
(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan dacrah baik dalam
bentuk uang, barang dan/atau jnsa pada tahun anggaran yang berkenaan
harus dianggarkan dalam APBD.
(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hukum penganggaran.
Pasal 15
.r";l'lggull"m‘l belanja dacrah diprioritaskan  untuk melaksanakan  kewajiban
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 16

(1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
Renja OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah.

(2] RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana
kerja yang terukur dan pendanaannya, baik vang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah, pemenntah  daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat,

{3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, pengangegaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2} Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum
tahun anggaran berkenaan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
bupat.

(4) Tata cara penyusunan RKPD secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 18
(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah;
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal khusus lainnya.
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Pasal 19

(1) Dalam menyusun rapeangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud Pasal 8 ayan (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin
oleh sekretars daerah,

{21 Rancangan KUA dap rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketun
TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertaoma bulan
Juri,

Pasal 20

(1) Rancangan KUA memuat Kondisi  ckonomi makro daerah, asumsi
penyusunan  APBD, kebijukan pendapatan daerah, kebijukan  belanja
dacrah, kebijukan pembiayaan dacrah, dan strategi pencapaiannya,

(2) Strategt  pencapaian sebagnimana dimakswd  pada ayat (1) memuat
langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 21
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) disusun
tengan tahapan sebagai berikut:
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program /kegiatan.

Pasal 22

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) disampaikan kepala dacrah kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPED tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan eleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.

(3] Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakali menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juhl tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani bersama anlara kepala daerah
dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
nota kesepakatan KUA dan PPAS,

(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan telap, penandatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat vang ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang.



Baglan Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

Pasal 24
(1) Berdasarkan nota kesepnkatan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 13
avat (1), TAPD menyiapkan rancangan sural edaran kepala daerah tentang
pedoman  penyusunan RKA-OPD  sebagai ncuan  kepala OPD  dalam
menyusun RKA-QPD.
(2) Rancangan surat edaran kepala daerah tenlang pedoman penyusunan

RKEA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mencakup :

a. prioritas pembangunan dacrah dan program/kegiatan yvang terkait;

b. alokasi plafon anggaran scmentara untuk sctiap program/kegiatan
OPD;

¢. batas waktu penyampaian RKA-OPD kepada PPRED;

d. dokumen sebagai lampiran sural edaran mehputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, lormat RKA-OPD, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.

{(3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-OPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan

Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran OPD

Pasal 25
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3), kepala OPD menyusun RKA-OPD.
(2) RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan  kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran lerpadu  dan
pengangearan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 26
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun
prakiraan maju.
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran vang

direncanakan.
(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2] dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan OPD
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2} dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dan
kegiatan dan hasil serla manfaat yang diharapkan termasuk efisicnsi

dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 27

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-OPD berdasarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan

pendekatan
terciptanya
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h,_-ginunlbm'ﬂr-'.ﬂ“ REA-OPD, kepala OPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran scbelumnya sampai dengan
gemester pertama tahun angearan berjalan
5) Evaluasi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program
dan kegintan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan
tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau disclesaikan pada
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun vang
direncanakan.
(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian  prestasi kerja yvang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
diangearkan pada tahun yang direncanakan.

[

Pasal 28

(1) Penyusunan RKA-OPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2} berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau
target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal.

(2) Indikator kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan vang
direncanakan.

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran
prestasi kerja yang akan dicapai vang berwujud kualitas, kuantilas,
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

(4) Analisis standar belanju sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan
penilaian kewajaran atas bcban kerja dan biaya vang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

(5] Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hargn satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah vang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 29
(1) RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan,
serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai
dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembilavaan serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi
tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi
kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 30

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah,
yang dipungut/dikelola/ diterima oleh OPD sesuai dengan tugas poKok
dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau vundang-undang.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat
kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-
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masing Jdiuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja

Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

el kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk

menutup  defisit APBD  dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan
untuk  memanfaatkan  surplus APBD yang masing-masing  diuraikan
menurul jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

(5) Urusan pemerintahan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesual
dengan lugas pokok dan fungsi vrganisasi.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memuat nama
organisasi atau nama OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagnimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memuat nama
program yang akan dilaksanakan OPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memuat nama
kegiatan yang akan dilaksanakan OPD dalam tahun anggaran berkenaan.

i

Pasal 31

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7] meliputi
masukan, keluaran dan hasil.

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7)
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula
dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) merupakan
hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan.

Pasal 32

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-OPD pada masing-masing OPD.

Pasal 33
(1) Pada Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun RKA-

OPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPKD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD
selaku OPD;
(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pencrimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana
perimbangan dan pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 34
Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD diuraikan pada Lampiran | peraturan
bupati ini dan merupakan bagian yang tidak (erpisahkan dari peraturan
bupati ini.



Bagian Keenam
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 35
(1) RKA-OFD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menelaah:

a. kesesuaian RKA-OPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-
OPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen
perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja,
standar satuan harga;

c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian
kinerja, indikalor kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar
pelayanan minimal;

d. proycksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-OFD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-OPD terdapat kelidaksesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala OPD melakukan

penyempurnaan.

Pasal 36

(1) RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. ringkasan AFBD;

b. ringkasan AFBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;,

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kelerpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
dafltar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang daerah;
dafltar penyertaan modal (investasi) daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asel tetap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

|. daftar dana cadangan daerah; dan

m. daftar pinjaman daerah.

(3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran |
peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan bupali ini.
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Pasal 37
(1 Rﬂlltfﬁ.llgilﬂ E!.'rulumn kepala  daerah lentang  penjabaran APBD
sebagnimana  dimaksud dalam  Pasal 26 ayat (1) dilengkapi dengan
jampiran yang terdiri dari:
a. nngkasan penjabaran APBD;dan
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan,
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat
penjelusan sebagai berikut:
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum:
b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan: dan
€. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan pcmbiayaan dan tujuan
pengeluaran pembiayaar untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
(3) Formal rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran scbagaimana
dimaksud pada ayvat (1) tercantum pada lampiran | peraturan bupati ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 38

(1} Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada kepala daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada
masyarakat,

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD
tahun angearan yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan
oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAE IV
PELAKSANAAN APED

Bagian Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 39

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD,

(2) Setiap OPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan  daerah wajib  melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(3) Penerimaan OPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan OPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas

umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. o
(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi

untuk setiap pengeluaran belanja. o
(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
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prngf“mmn tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD.

(7 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam luporan realisasi anggaran

(8) kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di!tlapkaﬁ
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Setiap GI?D dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(10) Fqngeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Pasal 40

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala OPD apar
menyusun rancangan DPA-OPD.

(2) Rancangan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merinci
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran vang
disediakan untuk mencapai sasaran terscbut, dan rencana penarikan dana
tiap-tiap OPD serta pendapatan yang diperkirakan.

(2) kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD kepada PPKD paling lama
6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 41
(1) Pada SKPKD disusun DPA-OPD dan DPA-PPKD
(2) DPA-OPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD
selaku OPD;
{(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
a. Penerimann pajak daerah dan pendapatan yang berasal dan dana

perimbangan dan pendapatan hibah,
b.Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja

tidak terduga;
¢. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 42
(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama dengan
kepala OPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya
peraturan kepala daerah tentang p:njabaran‘hPBD. '
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana :hmaksuljcl pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetl.iuuan sekretaris daerah.
(3) DPA-OFD yang telah disahkan Sthﬂgﬂimﬂﬂﬂ: dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada kepala QPD, satuan ]'CL‘.F:IEI pengawasan df.aerah_ dan
Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 {tujuh) hari Kerja sejak tanggal

disahkan. . -
(4) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} digunakan sebagai dasar

pelaksanaan  anggaran oleh kepala OPD  sclaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.



Bagian Ketiga
Anggaran Kas

Pasal 43

(1) Kepala OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD menyusun rancangan
anggaran kas OPD,

(2) R.'uwm\gfll.:t anggaran kas OPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancan
DPA-OPD. : e

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas OPD dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA-OPD.

Pasal 44

(1) PPRD selaku BUD menyusun angparan kas pemerintah daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana vang tercantum dalam
DPA-OPD vang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) memuat perkiraan
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kepgiatan dalam setiap

periode.
(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam

peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 45
(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum

daerah.
(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti vang lengkap dan sah.

Pasal 46
(1) Seuap OPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) OPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam

peraturan daerah.

Pasal 47
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta
pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah.

Pasal 48

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian

pendapatan yang terjadi dalam tahun yvang sama. o
(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-
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gahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
. pengembalian scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.,

Pasal 49
Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat snl.mgui
pendapatan daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 50

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan
bukti vang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh pejabat vang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud,

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah,

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

(3) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sesuai ketentuan.

Pasal 51

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.

(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uwang/barang dan/atau jasa yang
diterimanva dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada kepala daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan
sosial, dan bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Pasal 52
(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yvang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana
alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup
ditetapkan dengan keputusan kepala cdaerah dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud
ditetapkan.
(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaima_na dimnhfsud pada
ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instan:sn,fl:mhaga
berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serla
menghindari adanya tumpang tindih pendanaan tn:rlmdaplkeglatan-
kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3) Pimpinan  instansiflembaga penerima dana  langgap darurat
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;.rrmnggunlmﬂwﬂb atas  penggunaan  dana  tersebut  dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penppunaan kepada atasan langsung dan
kepala daerah. ‘

(4] Tata cara pemberian dan pertangeungawaban belanja tidak terduga uniuk
rangeap diarurnl sebagaimana dimaksyd pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah,

Pasal 53
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyctorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
vang dipungutnya ke rckening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54
Untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas OPD, kepada penpguna
angearan/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan vang
dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 55
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih  kecil
daripada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
c¢. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum disclesaikan.

Pasal 56
(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf b didasarkan pada DPA-OPD vang telah disahkan kembali oleh
PPKD menjadi DPA Lanjutan OPD (DPAL-OPD) tahun anggaran berikutnva.
(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-OPD menjadi DPAL-OPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD
paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-OPD dapat disahkan sctelah terlebih
dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a. sisa DPA-OPD vyang belum diterbitkan SPD danfatau belum
diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, 5PM atau SP2D; atau
¢. SP2D yang belum diuangkan, _
{4) DPAL-OPD yang telah disahkan scbagaimana dlrn_akﬁud puld_a ayat (1)
dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian  pekerjaan  dan
enyelesaian pembayaran. o
(3) letkirjaan yar?g dapgt dilanjutkan dalarp I::fl:.ntuk DPAL memenubhi Kkriteria:
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun

anggaran berkenaan; dan
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keterlambalan penyelesaian pekerjain dinkibatkan bukan karenn
D.k"'h"l"-'"" pengguna anggaran /barang atau rekanan, namun karena
akibat dari force major.
Pasal 57
ostem  dan Prosedur Pelaksanaon APBD diuraikan pada Lampiran
eraturan bupati ini, dan merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 58

(1) Pengguna angegaran/kuasa peEngeuna anggaran,
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai  uang/barang/kekayaan daerah  wajib  menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan danfatau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat vang timbul dari penggunaan surat buku

dimaksud,

bendahara

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 59
(1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menctapkan:
pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPD;
pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPM;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran;
bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan

pada PPKD;
bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran

B-
pembantu OPD; dan
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala OPD.

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-OPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada OPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan

]
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I-L'min-.l“"l"“ dacrah;
| pejabat vang diben wewenang menandatan
' IInn pukti penerimaan lainnya yang sah; dan
. ;»rmlv.u-.tu bendabara  penerimaan  dan/atau pembantu  bendahara

gani bukti penerimaan kas

|1-¢-|:1;.:'I.'TI.I:I rin

&) Pepetapan pejabat sebagmmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
3 ditaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan,

Pasal 60

(1) Untuk mendukung  kelancaran  tugas  perbendaharaan, bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu
bendahara.

(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebaga kasir atau pembuat dokumen penerimaan

{3) Pembantu bendahara pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang
atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatanusahaan Penerimaan

Pasal 61

(1) Penerimann daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank
pemerintah vang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima
nota kredit.

{2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum  daerah
sebagnimana dimaksud pada avat (1), dilakukan'dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor

pos oleh pthak ketiga; dan

¢. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembavaran
oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf - ¢ diterbitkan dan disahkan oleh PPKD,

Pasal 62
Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditetapkan dalam pf;‘nluran
kepala daerah.

Pasal 63

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyeloran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan alas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan:

buku kas umum;

buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

buku rekapitulasi penerimaan harian.

Buku pendapatan harian:

Register-register (register STS, register TPB); dan

onoop
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Laporan  pertanggungjawaban administrasiffungsional bendahara

| penerimaan.
Pasal 64
1) Bendahara Penerimaan OPD bertugas untuk menerima, menyimpan,
' menyetorkan, menatausahakan, dan pempertanpgunglawabkan

penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

2] Bendahara  pencrimaan OPD dalam melakukan penatausahaan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a. surat ketetapan pajak dacrah (SKP-Daerahy;

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

c. Surat tanda setoran (STS);

d. suralt tanda bukti penerimaan; dan
e. bukti penerimaan lainnya yang sah;

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Lendahara penenimaan OPD berwenang:

a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;

b. Menvimpan seluruh penerimaan;

¢. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening
kas umum daerah paling lambat 1 hari kena;

d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui
bank.

(4) Bendahara penerimaan pada OPD wajib mempertanggungjawabkan secara
administratil atas pengelolaan uvang vang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan PPED wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang vang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnva.

{6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (3) dilampiri dengan:

buku kas umum;

buku rekapitulasi penérimaan;

buku pendapatan harian;

register-register (register STS, register TBP);

laporan pertanggungjawaban dministrasi/fungsional

Bendahara Pnerimaa =
e

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada OPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dalam rangka rekonsilias: penerimaan.

(@) Mekanisme dan tatacarn verifikasl, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat |B) diatur dalam peraturan kepala daerah.

coanow

Pasal 65
(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi
geogralis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar
kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos
vang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
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senerimant, dapat ditunjuk bendahara prncrimnlzm pembantu.
) pendabiara penerimann pembantu . wajib menyelengearakan
- r..-nntmn'-uhﬂﬂn terhadap scluruh penerimaan dan  penyetoran  atas

penerimainn Yang menjadi tanggung jawulbinya.

(3 Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan:
a. buku kns wmum; dan
b. buku kas penerimaan haran pembantu,

(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:

-surat ketetapan pajak dacrah (OPD);

-surat ketetapan retribusi daerah (SKRD):

surat tanda setoran {STS) dan nota kredit bank jika ada;

-surat tanda bukti penerimaan; dan

bukti prnerimaan lainnya yang sah, slip setoran bank/nota kredit

bank

(5] Bendahara penerimaan  pembantu  wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara pencrimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

[6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanpgungjawaban

penerimaan.

nAanoe

Pasal 66
(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang
diterimanya ke rekening kas umum dacrah paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
(2) Bendahara penerimaan pembantu  mempertanggungjawabkan  bukti
penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas vang diterimanya

kepada bendahara penerimaan.

Pasal 67
Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi
komputer dan/atau alat elektronik lainnya,

Pasal 68
Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:
apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala OPD,
apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 2 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara

.

serah terima; . _
apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat

melaksanakan tugas, maka dianggap yang Dbersangkutan  telah
mengundurkan diri atau berhenti dan jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.



Pasal 69
Ringkasan prosedur Penatausahaan  penerimaan kas diurnikan dalam

pampiran 1 peraturan bupati ini, dan merupakan bagian yane tid
rerpisahkan dan peraturan bupati ini. el Foek

Baglan Keempat
Penatausahaan Pengeluaran
Penyediaan Dana

‘ Pasal 70
{llbrl{‘]uhlpt'l‘i:'lﬂlmn angearan kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menerbitkan SPD.

(2] SPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) disiapkan oleh kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 71
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
2} Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan perbulan,
pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana,

Permintaan Pembayaran

Pasal 72

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayvat (1), bendahara pengeluaran
mengajukan SPP kepada pengeuna angearan/kuasa pengguna anggaran
melalu PPR-OPD,

(2) 8PP sebagaimana dimaksud pada avan (1) terdiri dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang [SPP-GU);

¢. SPP Tambalan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dilampiri dengan daftar rincian rencana pengeunaan dana sampai
dengan jenis belanja.

Pasal 73

(1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran . untuk memperoleh persetujuan dari pengeuna
anggaran/kuasa pengouna anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka
pengisian uang persediaan, -

2] Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-UP;

SPP-UP;

SPP 2-UP;

SPP 3-UP;

salinan SPD atau dokumen lain yvang dipt't':mmuku:i;_

draft surat pernyvataan untuk ditandatangani  oleh  pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan 'l:vu!.v:ka uang

vang diminta tidak dipergunakan untuk  keperluan  selain  uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

[. lampiran lain yang diperlukan.
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Pasal 74
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan olch bendahara
pengeluaran . untuk  memperoleh  persetujuan  dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka ganti
uang persediaan,
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darn:
4. surat pengantar SPP-GU;
b. SPP 1-GU;
c. SPP 2-GU;
d. SPP3-GuU;
c. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
f. salinan SPD;
g. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang .
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

h. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 75 '
Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam :
Pasal 62 dan Pasal 63 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. :

Pasal 76 |

(1] Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran  untuk  memperoleh  persetujuan  dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna angegaran melalui PPK-OPD dalam rangka
tambahan vang persediaan.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

surat pengantar;

SPP 1-TU;

SPP 2-TU,

SPP 3-TU,

Surat Keterangan SPP-TU,

salinan SPD;
draflt surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang |
vang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan |
uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
h. lampiran lainnya. I¥
(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pengeunaan.
(4} Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bularn, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
{5) Ketentuan batas waktu penyctoran sisa tambahan uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
a. kegiatan vang pelaksanaannya melebihi | {satu) bulan;
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
Pasal 77
Ringkasan sistem dan prosedur pengeluaran kas-UP, GU dan TU diuraikan
pada Lampiran IV peraturan bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan peraturan bupati ini.

Moo oo
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) Pasanl 78

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lannya sesuai denpan peraturan perundang-
U""“"Hf"'l dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna mempersleh
I;"[";"“U““" PENgRUna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
OFPD.

(2) Dokumen SPP-LS yntuk pembayaran gaji dan tunjangan scbagaimana
dimaksud pada ayalt (1) terdiri dari:

i, surat Pengantar;

b. 8PP 1.Ls;

¢. SPP 2-Ls;

d. SPP3-Ls;

¢. Salinan SPD:

l. draft surat pernyataan  untuk ditandatangani olch pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan
vang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

£. lampiran SPP-LS,

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan lunjangan serta
penghasilan  lainnya sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf d
mencakup:

- pembayaran gaji induk;

. Baji susulan;

. kekurangan gaji;

- Baji terusan;

€. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji

susulan/ ke- kurangan gaji/uang duka wafat/tewas;

[. SK CPNS:

SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

kenaikan gaji berkala;

surat pernyvataan pelantikan;

sural pernyataan masih menduduki jabatan:

- surat pernyataan melaksanakan tugas;

n. daftar keluarga (KP4);

o. [otokopi surat nikah:

p. fotokopi akte kelahiran:

q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

r. daftar potongan sewa rumah dinas:

5

t.

u

V.

w.

(el

'!—'F".".“':_'l'ﬂ_:r o n

=

. surat keterangan masih sekolah/kuliah:
surat pindah;
. surat kematian;
SSP PPh Pasal 21; dan
peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan
anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala
daerah.
(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] digunakan sesuai dengan
peruntukannya.



Pasal 79

(1) PPTK. menyiapkan dokumien SPP-LS untuk penpadaan barang dan jasa

untuk  disampaikan kepuda  bendahara

pengeluaran  dalam rangka

pengajuan permintaan pembayaran,
(2) Dokumen  SPP-LS yptuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. 5PP 1-LS:

b. SPP 2-1S;

¢. SPP 3-LS; dan

d.

e.
(3) Lampiran dokumen SPP-LS

Salinan SPD: dan

lampiran SPP-LS.
untuk pengadaan barang dan jasa

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul d mencakup:

a.
b.
C.

d.

Al T o

Surat pengantar dari OPD,
salinan surat rekomendasi dari OPD teknis terkait;

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang lelah ditandatangani wajib
pajak dan wajib pungut;

surat perjanjian Kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor
rekening bank pihak ketiga;

berita acara penyelesaian pekerjaan;
berita acara serah terima barang dan jasa (BAST) sesuai dengan progres

pengajuan dan berita avcara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHF);
berita acara pembayaran:

kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan
PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran;
sural jaminan bank atau yang dipcrsamakan yang dikeluarkan oleh

bank atau lembaga keuangan non bank;
dokumen lain vang dipersyaratkan untuk  kontrok-kontrak yang

dananya scbagian atau secluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negen,
surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan

dilaksanakan di luar wilavah kerja;
surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
bukti pelunasan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
buki pembayaran galian c;

foto copy NPWP pihak ketiga;

foto copy rekening koran pihak ketiga; dan
khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya

mengeunakan  biaya personil (billing rate), berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukt kehadiran dari tenaga
konsultan  sesuai  pentahapan  waktu  pekerjaan dan buku
penyvewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

barang

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sesuai dengan

peruntukannya.
(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
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padn ayat (4) tlidak lengkap, bendahnrn  pengeluaran mengembalikan
dokumen SPP-LS pengadann barang  dan jasa kepada PPTK wuntuk

dilengkapi. .
() Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS schagaimana dimaksud pada

avat (1) kepada pengguna anggaran selelah ditandatangani oleh PPTK
guna memperoleh persetujuan  pengeuna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-OPD.

Pasal 80 ‘ _

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kepintan dapat terdiri dari SPP-LS
dan/atau SPP-UP/GU/TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1] untuk pembayaran langsung
kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja
setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan OFD
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
pengeluaran.

(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

yang bukan
bendahara

untuk pembayaran

Pasal 81
Ringkasan sistemn dan prosedur pengeluaran kas-L5 diuraikan pada Lampiran
V peraturan bupati Ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

Pasal 82
Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara
pengeluaran PPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan

kepada PPKD meclalui PPK- PPKD.

Pasal 83

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

buku kas umum,

buku simpanan/bank;

buku pajak;

buku panjar;

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
f. register SPP-UP/GU/TU/LS.

(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurufl ¢, huruf
d, hurufl ¢, dan huruf [ dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara
pengeluaran,

(4) Dc:—l-:urqr:n yang digunakan oleh PPK-OPD dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.

tTon o



Pasal 84

‘(1) Pengguna  anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kalengkapan
dokumen SPP-UP, Spp.GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran,

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP scbagaimana dimaksud pada ayal
(1) dilaksanakan oleh PPK-OPD. ‘ ‘

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-OPD mengembalikan dokumen SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk
dilengkapi.

Perintah Membayar

Pasal 85
(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna

angegaran menerbitkan SPM.
(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

dinvatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa
pengeuna anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan,
yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

Pasal 86
(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung scjak diterimanya dekumen SPP.
(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung scjak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 87
SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayal (1)
diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 88
(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah
membayar mencakup:
a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-OPD.

Pasal 89
Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan,



Pencalran Dann

, Pasnl 90

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
PENEEUNA anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
df“-i“kﬂ" tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan  yang

. d_"““Pkﬂn dalam peraturan perundang-undangan,

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan  tanggung jawab  pengguna anggaran/kuasa pengguna
angearan.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. Surat pernyataan tanggung jawab SPJ yang disahkan;

b. SPTH
(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat

pernyataan  tanggung  jawab  pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

[5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

d. sural pernyataan tanggungjawab pengguna angegaran/kuasa pengguna
angparan; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 91
(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM,
(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan

SPM.

Pasal 92
(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada

pengguna anggaran/kuasa penggguna anggararn.
(2) Kuasa BUD menyerahkan S5P2D yang diterbitkan untuk keperluan

pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
(3) SP2D yang sudah diterbitkan, harus melakukan pencairan ke kas daerah

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP2D pada tahun berjalan.

Pasal 93
Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D

mencakup:
a. register SP2D;
b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan

¢. buku kas penerimaan dan pengeluaran
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Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 94

(1] Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti  uang
persedinan/tambah yang persediaan kepada kepala OPD melalui PPK-OPD

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban

pengeluaran mencakup:
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran [SPJ);

C.
register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan

d.

e. register penutupan kas.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup:
a. buku kas umum,;
b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

c. register penutupan kas.
{(4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup

setiap bulan dengan  sepengetahuan  dan  persetujuan  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan

laporan pertanggungjawaban.
(6) Ketentuan  batas waktu  penerbitan  surat
pertanggungiawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian

laporan pertanggungjiawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daecrah.
(7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan

pengesahan  laporan

paling lambat tanggal 31 Desember.
dipersamakan dengan bukti

(8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat
pertanggungjawaban atas pengeluaran  pembayaran beban  langsung

kepada pihak ketiga.
(9) Bendahara pengeluaran pada OFD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD

selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
pengeluaran  secara

(10) Penyampnian pertanggungiawaban  bendahara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah

diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran  oleh
pengguna angearan/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 95
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan, PPKOPD berkewajiban: _
a. meneliti  kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
menguji kebenaran perhitungan alas pengeluaran per nncian obyek yang

tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; o
menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian

obyek; dan

dan

b.

2
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'd. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
 sebelumnya.

Pasal 96

{1} Bendahara pengelunran pembantu dapat  ditunjuk
pertimbangan tingkatan daerah, besaran OPD, besaran jumlah uang vang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(2} Bendahara  pengeluaran  pembantu  wajib
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung
jawabnya,

(5) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran
pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:

* Buku Kas Umum (BKU)
* Buku Pembantu BKU yang terdiri dari:

berdasarkan

menyelenggarakan

a. Buku Pembantu Kas Tunai;

b. Buku pembantu Simpanan/Bank;
c. Buku Pembantu Pajak;

d. Buku Pembantu Panjar;

e, Buku Pembatu Rincian Obyek Belanja.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran
vang sah.

[S) Bendahara pengeluaran pembantu  wajib menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(6] Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat |5) dilampiri dengan:

« Buku Kas Umum;

* Laporan Penutupan Kas.
[7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (9).

Paszl 97

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan,

(2) Bendahara penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran  melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas,

(4) Berita acarn pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan register penutupan kas mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,



Pasal 98
[lrnnh'h"”‘ pengeluaran yvang mengelola belanjon bunga, subsidi, hibah,
pantuant sostal, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga,
dan  pembivian  melakukan penatausahaan  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat vang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui kepala OPD;

b. apabila melebihi ] (satu) bulan sampai sclama-lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara
serah ternima;

¢. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan lelah
mengundurkan  diri atau  berhenti dari jabatan sebagai  bendahara
pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 100
Ringkasan sistem dan prosedur pencairan dana UP dan pengesahan SPJ
Belanja pada Bendahara Pengeluaran diuraikan pada Lampiran IX peraturan
bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini

BAB VI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada OPD

Pasal 101
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada OPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
vang berkaitan denpan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 102
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan
kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mencakup:
a. surat tanda bukti pembayaran;
b. STS;
¢. bukti transfer; dan
d. nota kredit bank.
[2) Bukt transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan:
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau
b. SKR; dan/atau

“+



i |

. bukti transaksi Penerimaan kas lainnya.

Pasal 103

prosedur akuntans;i Penenmaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90

dilaksanakan oleh PPK_opp.

* Pasal 104
(1) PPK-OPD  berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
Jm‘hﬂll Pencrimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
: pPenernimaan kas berkenaan.
[2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Sctiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan OPD.

_ Pasal 105

Ringkasan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas diuraikan pada
Lampiran VI peraturan bupati ini dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan darj peraturan bupati ini.

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada OPD

Pasal 106
(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada OPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtsaran, sampai dengan pelaporan
keuangan vyang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD vang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikas) kemputer.
(2] Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada OPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. sub prosedur akuntans: pengeluaran kas-langsung; dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 107
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran
kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mencakup:
a. SP2D; atau
b. nota debet bank; atau
c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan:
a. SPM; dan/atau

b. SPD; dan/atau ‘
¢. kuitansi pembayaran dan bukti tanda tenma barang/jasa.

Pasal 108
(1) PPK-OPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
pengeluaran kas berkenaan.
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secarn peniodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam

1)
I puku besar rekening berkenaan
. setinp akhir periode semun buku besar sebagaimana dimnksud pada ayat

I ; i
(21 ditutup sebagni dasar penyusunan laporan keuangan oprp.

Pasal 109
Ringkasan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas diurnikan pada
Lampiran VIl peraturan bupati ini dan merupakan bagian  yang tidak

terpisahkan dar peraturan bupati ini.

Laporan Keuangan pada OPD

Pasal 110
(1) OPD menyusun dan melaporkan pertanggunglawaban pelaksanaan APBD
sccara periodik yang meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA] OPD;
b. Laporan Oprasional (LO) OPD;

c. neraca OPD; dan
d. catatan atas laporan keuangan OPD.
D sebagaimana dimaksud

(2) Laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APB :
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah

yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Akuntansi Keuangan Daerah pada PPKD
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada PPKD

Pasal 111
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada PPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
vang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaun APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan

aplikasi komputer.
Pasal 112
(1) Bukti transaksi vang digunazkan dalam prosedur akuntansi penerimaan
kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 mencakup:
a. bukti transfer;

b. nota kredit bank; dan

c. Surat perintah pemindahbukuan.
(2) Bukti transaksi sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. surat tanda setoran (STS);
b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah),

c. surat ketetapan retribusi (SKR);
d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan

e. bukti transaksi penernimaan kas lainnya.

Pasal 113
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

dilaksanakan oleh ungsi akuntansi pada PPKD.
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. Pasal 114
| Fungst Ilk\lnhl'm:-:i berdasarkan  bukti  transaksi pencrimaan  kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10] ayval (1] melakukan pencatatan
ke dalam buku jurpg penerimaan kas dengan mencantumkan uraian
rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan,
(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.
(3) Setiap akhir periode semua buku besar schagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada PPKD

Pasal 115
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada PPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
vang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yvang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.

Pasal 116
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran
kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mencakup:
a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
b. nota debet bank.
(3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat penyediaan dana (SPD);
b. surat perintah membayar (SPM];
¢. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 117
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
merupakan fungsi akuntansi PPKD.

Pasal 118

(1) Fungsi akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) melakukan pencatatan ke
dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian
rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan,

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayal
(2] ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.

Laporan Keuangan pada PPKD

Pasal 119
(1) PPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada
kepala daerah.
(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 120

(1) Kepala. OPD menyusun loporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanjn OPD scbagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tangpung jawabnya.

(2] Laporan sebagaimana dimaksud pada aval (1) disertai dengan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2), disiapkan oleh PPK-GPD
dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan
scbagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja OPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir,

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta prognosis untuk 6
{enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.

(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja OPD dan prognosis untuk 6 [enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran VIl peraturan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 121
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah.

Pasal 122
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 disampaikan
kepada kepala daerah paling lambat mingeu ketiga bulan Juli tahun anggaran
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 123
(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disampaikan
kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
(2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada_l lampiran Vill peraturan ini dan merupakan bégian yang tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini
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Bagilan Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 124
(1) PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun anggaran berkenaan
dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran OPD.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

EEF“d: PPKD sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan pemerintah
aerah.

Pasal 125

(1) Lflpurnn keuangan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1)
disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pejabat pengguna anggaran scbagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di OPD yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Operasional (LO);
¢. MNeraca: dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(4) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan kepala OPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Format surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
pada lampiran VIl peraturan ini.

Pasal 126

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara

menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 114 ayat (3) paling lambat 3 (uga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sclaku

koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

{3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.Laporan Operasional (LOJ;
¢. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk)

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemenntahan.

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada

—
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avat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan

geuangan BUMD/perusahaan dacrah.

raporan ikhtisar realisasi kinerjon sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disusun dan ringkasan laporan kelerangan pertanggungjawaban kepala

dacrah dan laporan kinerju interim di lingkungan pemerintah daerah,

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebapgaimana dimaksud pada ayat (6)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan surat pernyvataan kepala daerah yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah disclengearakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(9) Format surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam lampiran VI peraturan ini.

-l’n'l

Pasal 127
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2)
disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,
(2) Kepala daerah memberikan tangpgapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertangpunpjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 128

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambal 6
{enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memual laporan keuangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja
vang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

(3) Format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah-diubah

dengan Peraturan Menter] Dalam Neger{ Nomor 59 taburr2007, |

ﬂc"' }'L"‘ et da
Pasal 129
(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1], BPK belum
menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala dacrah menyampaikan
rancangan peraturan daerah lentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD.
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o) Rancangan  peraturan  daerah scbagaimana dimnksud poda ayat (1}
dilampin dengan |ilpnrun realisasi anggaran, neraci, loporan arus kas,
catntan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya samn
dengan yang disampaikan kepada BPE,

Pasal 130
(1) Agenda pembahasan rancangan  peraturan  dacrah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD scbogaimana dimaksud dalam
Pasal 117 ayat (1) ditentukan aleh DPRD.
(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang
pPertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu)
bulan terhitung scjak rancangan peraturan daerah diterima.

Pasal 131
(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
(2) Laporan keuanpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
Keuangan vang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam
lembaran daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 132

(1) Rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan cleh gubernur kepada bupati paling lama 15
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan
daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
sesual dengan kepentingan umum dan peraluran perundang-undangan
yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi
peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pasal 133
(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tnggi, bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (wjuh) hari kerja lerhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.



(21 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan
bupall tetap  menetapkan  rancangan  peraturan  daerah  tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati
tentang - penjabaran  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  menjadi
peraturan - daerah  dan pcrnlui‘un bupati, Gubernur membatalkan
peraturan  daerah  dan  peraturan bupati dimaksud sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 134
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan dacrah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menlteri
Dalam Negeri,

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah kepada pemerintah daerah yvang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 136

{1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan
daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1} mencakup perencanaan dan penyusunan APBD,
pelaksanaan, panatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah
maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan,

(4) Pendidikan dan pelatihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan sccara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah
pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri &i]’.‘ij;
daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 137
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayal (1) untuk
pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil

pemerintah.
Pasal 138
(1) DPRD melakukan pengawasan (crhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan
(elapl pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin  pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 139

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan penmdang-undnngnn-

Bagian Kedua
Pemeriksaan ekstern

Pasal 140

. pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh BPK sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141
Pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan bupati yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan
tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku,



Pasal 142
‘Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ell;l';lurﬂn Bupati inj dengan penempatannya dalam berita dacrah Kabupaten
ng.

Ditctapkan di Tubei
pada tanggal 13 Desember 2019

—z#. BUPATI LEBONG,

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 13 Desember 2019
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